
 

 

 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 

  NOMOR 06/PERMENTAN/SR.330/1/2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 

39/PERMENTAN/SR.330/7/2015 TENTANG PENDAFTARAN PESTISIDA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

39/PERMENTAN/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran 

Pestisida, telah diatur Pendaftaran Pestisida;  

b. bahwa untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 91 

Tahun 2017 tentang Peraturan Presiden tentang 

Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu meninjau 

kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

39/PERMENTAN/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran 

Pestisida; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/ 

SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida;  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3478);  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4044); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang 

Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic 

Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar 

Organik yang Persisten) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5020);  

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang 

Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan 

Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1973 Nomor 12); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang 

Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3586); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4153); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5617) 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5918); 

14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/PER/ 

V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi 

Kesehatan; 

17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri 

Pertanian Nomor 881/MENKES/SKB/VIII/1996, 771/ 

Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu 

Pestisida pada Hasil Pertanian; 

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1350/MENKES/ 

SK/XII/2001 tentang Pengelolaan Pestisida; 

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/ 

SR.140/7/2009 tentang Penggunaan Pestisida Berbahan 
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Aktif Metil Bromida untuk Tindakan Perlakuan Karantina 

Tumbuhan dan Perlakuan Pra Pengapalan; 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/ 

PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan 

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 400); 

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/PERMENTAN/ 

SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274); 

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/PERMENTAN/ 

SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047); 

23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ 

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1243); 

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/PERMENTAN/ 

TI.120/11/2017 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian 

Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1722); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 

39/PERMENTAN/SR.330/7/2015 TENTANG PENDAFTARAN 

PESTISIDA. 

 

PASAL I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 39/PERMENTAN/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran 

Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1047) diubah sebagai berikut:  

1. Di antara angka 22 dan angka 23 Pasal 1 disisipkan                                  

1 (satu) angka yaitu angka 22a sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
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Pasal 1 

22a. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya 

disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen 

lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau 

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak 

lingkungan hidup, dan/atau membahayakan 

lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan 

hidup manusia dan makhluk hidup lain. 

 

2. Pasal 61 dihapus. 

 

3. Pasal 62 dihapus. 

 

4. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yaitu Pasal 62A dan Pasal 62B sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 62A 

(1) Pemasukan Bahan Aktif Pestisida, Bahan Teknis 

Pestisida, dan/atau Pestisida dapat dilakukan 

setelah mendapatkan nomor pendaftaran dan izin 

dari Menteri. 

(2) Pengawasan terhadap pemasukan bahan dan/atau 

Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan di luar kawasan pabean (post border) pada 

tahapan produksi dan/atau Peredaran sesuai 

dengan nomor pendaftaran dan izin dari Menteri. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 62B 

Pengawasan Pemasukan Bahan Aktif Pestisida yang 

tergolong B3, dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan 

hidup. 
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PASAL II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 

2018. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 15 Januari 2018 

 

MENTERI PERTANIAN  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

 ttd. 

 

AMRAN SULAIMAN  

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 19 Januari 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

 ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 131     


